
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MUNA BARAT 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR 5 f- TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA BARAT, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Muna Barat Tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

1 . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuanga:i antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5495); 



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentand~ 
Pembentukan Kabupaten Muna Barat 1 

Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
171,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5561); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 
tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

6. 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578; 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republ~k Indonesia Nomor 5539), 
sebagaunana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 571 7); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

9. 
2014 Nomor 2093) ; 
Peraturan 
Nomor 1 

Daerah Kabupaten Muna Barat 
Tahun 2 0 1 7 tentang Anggaran 



Menetapkan 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 
Muna Barat Tahun 2017; 

10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 
2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG 
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 
KABUPATEN MUNA BARAT. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 




























































































































